KETUA MAHNKAMAH AGUNG

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Nomor ;

140 /KMA/SK/VIII/2016

TENTANG

PENUNJUKAN SERTA PENGANGKATAN PEJABAT PENGGUNA
ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
PADA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara;

bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (19)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara, Menteri/
Pimpinan Lembaga adalah Pejabat yang
bertanggung  jawab atas pengelolaan
keuangan kementerian negara/lembaga yang
bersangkutan;

bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan
Pembayaran  Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara pada Satuan Kerja di
lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang berada di bawahnya, Ketua
Mahkamah Agung mendelegasikan Jabatan
Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna
Barang kepada Sekretaris Mahkamah Agung
Republik  Indonesia  dan menetapkan
Sekretaris  Mahkamah  Agung Republik
Indonesia  schagai Pengguna Anggaran/
Pengguna Barang pada Mahkamah Agung

Republik Indonesia;




Mengingat

-0

bahwa  Saudara Nurhadi., S.H, MH
Sekretaris Mahkamah Agung Republik
Indonesia sebagai Pengguna Anggaran/
Pengguna Barang pada Mahkamah Agung
Republik Indonesia memasuki Purnabakti
terhitung 1 Agustus 2016;

bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c,
dan huruf d, agar Pelaksanaan Pembayaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
pada Mahkamah Agung Tahun 2016 dapat
dilaksanakan secara lebih tertib, efisien,
cfektif, dan bertanggung jawab, dipandang
perlu diterbitkan Surat Keputusan Ketua
Mahkamah Agung tentang Penunjukan serta
Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran/
Pengguna Barang pada Mahkamah Agung
Republik Indonesia;

bahwa Pejabat yang tercantum dalam
Keputusan ini dinilai cakap dan mampu

untuk melaksanakan tugas tersebut.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997
tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
tentang  Pemeriksaan  Pengelolaan  dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara;
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Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004
tentang Penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga;
Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2012
tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim
yang berada di bawah Mahkamah Agung
Republik Indonesia;

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005
tentang  Sekretariat Mahkamah  Agung
Republik Indonesia;

Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan
Mahkamah Agung Republik Indonesia;
Peraturan Presiden Nomor 19 tahun 2008
tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai
negeri di lingkungan Mahkamah Agung RI
dan Badan peradilan yang berada di
bawahnya;

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun - _
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja'.
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan,;
Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004
tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi,
dan Finansial di lingkungan Peradilan
Umum, dan Peradilan Tata Usaha Negara,
serta Peradilan Agama ke Mahkamah Agung |
Republik Indonesia;

Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004
tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi,
dan Finansial Peradilan dalam lingkungan

Peradilan Militer dari Markas Besar Tentara




Memperhatikan

MENETAPKAN

PERTAMA
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Nasional Indonesia ke Mahkamah Agung
Republik Indonesia;

15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor

128/KMA/SK/VIII/2014 tentang Tunjangan
Khusus Kinerja Pegawai Negeri di lingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang

berada di bawahnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013
tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara.
MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN  KETUA MAHKAMAH AGUNG
TENTANG PENUNJUKAN SERTA PENGANGKATAN
PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA -
BARANG PADA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK
INDONESIA.

Menunjuk serta mengangkat Kepala Badah.

Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Dr. Drs.. -

Aco Nur, M.H., NIP. 19630313 198903 1 021, '

Pangkat/Gol. Ruang Pembina Utama (IV/e)
sebagai Pengguna Anggaran /Pengguna Bai‘ang =
pada Mahkamah Agung RI.

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang |
sebagaimana  dimaksud  diktum PERTAMA .

mempunyai wewenang ; _
a. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran; -
b. menunjuk  Kuasa Pengguna  Anggaran/

Pengguna Barang;

¢. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan

pemungutan penerimaan negara;
d. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan

pengelolaan utang dan piutang;
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¢. melakukan lindakan yang mengakibatkan
pengeluaran anggaran belanja;

f. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan
pengujian dan perintah pembayaran;

g. menggunakan barang milik negara;

h. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan
pengelolaan barang milik negara;

i. mengawasi pelaksanaan anggaran;

J- menyusun dan  menyampaikan laporan

keuangan kementerian negara/lembaga yang
dipimpinnya.
Penunjukan serta pengangkatan Kepala Badan
Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI sebagai
Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA berlaku
sampai ditetapkannya Sekretaris Mahkamah
Agung RI yang baru.
Bahwa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
diwajibkan untuk melakukan penatausahaan
pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap
pengelolaan keuangan negara vyang menjadi
tanggung jawabnya.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di
kemudian hari terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini, akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Agustus 2016




